PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, maka
perlu menetapkan Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398)
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun
2022 Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berupa Laporan Keuangan

memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

e o

Laporan Perubahan Ekuitas;

®

Neraca;

=

Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun
Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.731.491.817.451,50
b. Belanja dan Transfer Rp 2.553.577.991.131,02

Surplus/ (Defisit) Rp 177.913.826.320,48
c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp 246.200.110.390,87

2. Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 231.200.110.390,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai
berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 177.944.767.734,50
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 2.553.547.049.717,00
2. Realisasi Rp 2.731.491.817.451,50
Selisih lebih/(kurang) Rp 177.944.767.734,50

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah
(Rp 248.079.768.380,98) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan Rp 2.801.657.759.512,00
2. Realisasi Rp 2.553.577.991.131,02

Selisih lebih/(kurang) (Rp 248.079.768.380,98)



c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ (Defisit) sejumlah
Rp 426.024.536.115,48 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 248.110.709.795,00)
2. Realisasi Rp 177.913.826.320,48
Selisih lebih/(kurang) Rp 426.024.536.115,48

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
(Rp 16.910.599.404,13) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran  Penerimaan  Pembiayaan  setelah Rp  263.110.709.795,00

Perubahan
2. Realisasi Rp 246.200.110.390,87
Selisih lebih/(kurang) (Rp 16.910.599.404,13)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran  Pengeluaran Pembiayaan  setelah Rp 15.000.000.000,00

Perubahan
2. Realisasi Rp 15.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. Selisih  Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
(Rp16.910.599.404,13) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 248.110.709.795,00
2. Realisasi Rp  231.200.110.390,87

Selisih lebih/(kurang) (Rp 16.910.599.404,13)

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf
b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sebagai
berikut:
a. Saldo Awal Rp 263.110.709.795,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp  246.200.110.390,87
Tahun Berjalan

Sub Total Rp 16.910.599.404,13
c. Sisa Lebih /Kurang pembiayaan Anggaran Rp  409.113.936.711,35

(SILPA/SIKPA)

Sub Total Rp  426.024.536.115,48
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp 16.910.599.404,13)
e. Lain-lain Rp 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 409.113.936.711,35

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun
Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Operasional

Pendapatan Rp 2.818.509.340.192,86
Beban Rp 2.375.117.803.897,12
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp 443.391.536.295,74
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b. Kegiatan Non Operasional (Rp 285.206.030,00)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp 285.206.030,00)

(1) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Rp 443.106.330.265,74

c. Pos Luar Biasa Rp 0,00

(2) Surplus/ (Defisit)-LO Rp 443.106.330.265,74
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk
Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 7.099.986.150.245,80

b. Surplus/Defisit LO Rp 443.106.330.265,74

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan (Rp 28.160.558.493,90)

Mendasar

d. Ekuitas Akhir Rp 7.514.931.922.017,64
Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 7.771.811.608.106,47

b. Jumlah Kewajiban Rp 256.879.686.088,83

c. Jumlah Ekuitas Rp 7.514.931.922.017,64
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran, Rp 263.102.445.795,00
KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 1 Januari 2022

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 654.488.635.960,91
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp 508.555.901.017,07)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 20.761.436,98
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Rp 409.055.942.175,82

Pegeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 31
Desember 2022

g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Rp 24.312.510,00
Desember 2022
h. Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022 Rp 33.682.025,53

i. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 15.250.000.000,00
per 31 Desember 2022

j- Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 Rp 424.363.936.711,35

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.

=&
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Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah,
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021



Pasal 11
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 SEPTEMBER 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7



